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ABSTRAK

Pendidikanmerupakantiangutamadalam membangunperadabansuatu
bangsa.Pentingnyapendidikandisuatubangsa,menentukankualitaskesejahteraan
masyarakat.padasaatinipenyelenggaraanpendidikanberdasarkansistemzonasi
yangberlakumulaipadatahun2017sampaisekarang.Sistemzonasiadalahsuatu
carasekolahyangdiselenggarakanolehpemerintahdaerahwajibmenerimacalon
pesertadidikbaruyangberdomisilidekatdengansekolahsebanyak90%.Berangkat
dariuraiandiatas,makayangmenjadipermasalahandalam skripsiiniadalah:
Pertama,BagaimanaKeabsahanPasal16ayat(1)PermendikbudNomor14Tahun
2018TentangSistem ZonasiPadaPPDBDiujiDenganPasal51ayat(1)Undang-
UndangNomor20Tahun2003TentangSistem PendidikanNasional.Kedua,
BagaimanaDampakEmpirisDariPemberlakuanPasal16ayat(1)Permendikbud
Nomor14Tahun2018TentangSistem ZonasiPadaProsesPenerimaanPeserta
DidikBaru.Metodeyangdigunakandalam pembahasanpermasalahaniniadalah
yuridisempiris.Penelitianinibersifatstudikepustakaan.Darihasilpembahasan
permasalahandiperolehkesimpulan,dengandiberlakukannyasistem zoansipada
penerimaanpesertadidikbaru,pemerintahberharaptidakadalagipesertadidik
yang tidakmendapatkansekolahkarenadalam penerapansistem zonasiini
pemerintah menghilangkan sekolah yang favoritdan non favorit,namun
diberlakukannyasistem zonasiinibertentangandenganUndang-undangSistem
PendidikanNasionalkarenadidalam Undang-Undang20Tahun2003,Sekolah
diberikanotoritasdalam menentukansyaratpenerimaanpesertadidik,namun
didalam PeraturanMenterimalahmembatasidanmempersempitsekolahdalam
menjalankan otoritas yang diberikan oleh Undang-undang kepada sekolah,
sehingga sekolah tidak menjalankan kekuasaan yang diberikan karena
diberlakukannya peraturan Menteri tentang Sistem zonasi. Dampak dari
pemberlakuansistemzonasiPadaPPDByaitu,calonpesertadidikyangbertempat
tinggaljauhdarisekolahtidakbisamendaftarkesekolahyangberadadiluarzona
tempattinggalmerekadanhilangnyadayasaingpesertadidikdalambelajar.


